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Abstract
In the trial in the District Court found the defemdt Pekanbaru often revoked rendered
outside the hearing or testimony he gave to ingasirs in the investigation examination
contained in the Minutes of Investigation (BAP). é¢hsuch information is generally
contained confessions accused of any criminal séfendicted him. The reason is often used
as the basis of the revocation is that at the tppear before the investigator, the defendants
forced or threatened with violence both physicalhd psychologically to acknowledge the
crimes charged to him. Cursory impressed that twcation terms easy to understand and
easy to do. However, in reality it is not so aiuris out in practice at the revocation hearing
so much cause problems. Especially regarding thiggls assessment of the defendant's
reason for deleting the information.
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L atar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimapgérbuatan manusia diatur
oleh hukum. Dalam aturan hukum itu ditentukan apagymenjadi hak dan apa yang
menjadi kewajiban setiap orang atau warga negata dgentukan pula perbuatan yang
dilarang dan diperbolehkan.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakatuk menciptakan
ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masgar@keh karena itu hukum bekerja
dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkal dak karena itu pula hukum berupa
norma’ Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan ngnkaik buruk perilaku
manusia di tengah pergaulan hidupnya, berisikanhsur atau perintah untuk melakukan
tindakan tertentu atau tidak melakukanfygang diwujudkan dalam suatu peraturan
hukum. Salah satunya adalah hukum acara pidana.

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya deagam tHukum Pidana, yaitu
menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan darjatéseaaan masyarakaf\kan tetapi
pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpapgayimpangan atas hukum, baik
yang dilakukan secara sengaja maupun tidak seatmjalalai. Terhadap penyimpangan-
penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindakliamjengan tindakan hukum yang
tegas dan melalui prosedur hukum yang benar seemgan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehinggalogielndonesia sebagai negara
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hukum benar-benar terwujud.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiagividu yang melakukan
penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnyamhykdana, selanjutnya dapat
diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadiéaena menurut hukum acara
pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorteargakwa haruslah melalui
pemeriksaan di depan sidang pengadildban untuk membuktikan benar tidaknya
terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan digenl adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakn suatyamg sangat penting,
karena tugas hukum acara yang terpenting adalalermhéw@n kebenaran dalam suatu
pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebertadah dicari bukti-bukti yang
turut memberi penerapan bagi hakin dalam mengapohilsan akhir.Hukum pembuktian
yaitu merupakan sebagai dari acara pidana yang atemigiacam-macam alat bukti yang
sah menurut hukum, sistem yang diaanut dalam petiabulsyarat-syarat dan tata cara
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakiokumenerima, menolak dan menilai
suatu pembuktiah Sumber-sumber hukum pembuktian adalah :

a) Undang-Undang;
b) Doktrin atau ajaran;
c) Yurisprudensi.

Perihal dalam pembuktian ini, hakim perlu mempekiaat kepentingan korban,
terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban bdyahwa seseorang yang mendapat
derita karena suatu perbuatan jahat orang lain akemmendapatkan keadilan dan
kepedulian dari negara, kepentingan masyarakatrtbebahwa demi ketentraman
masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidarrashanendapat hukuman yang
setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentiegiakwa berarti bahwa terdakwa
harus diperlakukan secara adil sedemikian rupaingegha tiap individu yang terbukti
bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan yang sangat pentiag)daioses pemeriksaan
sidang pengadilan, karena dengan pembuktian indaib terdakwa ditentukan, dan hanya
dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapatidijaukuman pidana. Sehingga
apabila hasil pembuktian dengan alat-alat buktigyditentukan undang-undang tidak
cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepaddakwa, maka terdakwa
dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kbaaléerdakwa dapat dibuktikan, maka
terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadamyedijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum agaidana. Hal ini dapat
dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyéli, penyidikan, prapenuntutan,
pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaardaingipengadilan, putusan hakim
bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian al@nppokok bahasan dan
tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkdda semua tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Okernta itu hakim harus hati-hati,
cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimtzangkai pembuktian serta dapat
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meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pé&trdyu ataubewijskracht dari
setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &Adardana tidak
memberikan penafsiran atau pengertian mengenai ydd¢rab baik pada Pasal 1 yang
terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada daspn umum dan penjelasan Pasal demi
Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bultj gah menurut hukum acara
pidana di Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang beesggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undandk umémbuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga meanpké&tentuan yang mengatur alat-
alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan baieérgunakan hakim membuktikan
kesalahan yang didakwakan.

Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : “Hakimakidoleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali apabila sekuraagdmya dua alat bukti yang sah, la
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana rdmvear terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat byking sah dan dapat digunakan
sebagai alat bukti adalah :

1) Keterangan saksi;

2) Keterangan ahli;

3) Surat;

4) Petunjuk;

5) Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutatapexr pada keterangan saksi,
selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk daar&egan terdakwa pada urutan terakhir,
menunjukkan bahwa pembuktidoe(vijsvoering dalam hukum acara pidana diutamakan
pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat by&tig disebut oleh pasal 184 KUHAP
tetap mempunyai kekuatan bukbefvijskrachf yang sama penting dalam menentukan
bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukoaraapidana diutamakan
pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-tiati,cermat dalam menilai alat-alat
bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua aldttibpenting dan berguna dalam
membuktikan kesalahan terdakwa.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal &4t (1) KUHAP, maka
keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang heraletelah petunjuk. Akan tetapi
karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari ketararigrdakwa, maka dalam hal yang
demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelahhlettahulu memeriksa terdakwa,
sehingga petunjuklah yang seharusnya mendudukisiptesiakhir sebagai alat bukti.
Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyata&eterangan terdakwa masih belum
memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannyangy dikhawatirkan dapat
mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat batgysah, sehingga akan berpengaruh
juga terhadap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan tendalkadalah apa yang
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan geailgikan atau yang ia ketahui sendiri
atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangadakwa yang memuat informasi
tentang kejadian peristiwa pidana bersumber datateva, maka hakim dalam melakukan
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penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruskmat dan sadar bahwa ada
kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangdsu pyang dibuat oleh terdakwa
mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidgareg terjadi.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwacataut keterangan yang
diberikannya di luar persidangan atau keterangarg y@iberikannya kepada penyidik
dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalamtd@ekcara Penyidikan (BAP).
Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisapeng terdakwa atas tindak pidana
yang didakwakan kepadanya.

Seharusnya keterangan dipenyidik dan keterangigmersidangan hendaknya
dibedakan, keterangan yang diberikan di muka pénydebut keterangan tersangka,
sedangkan keterangan yang diberikan dalam persadadgebut keterangan terdakwa.
Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akempearjelas dari kedudukan masing-
masing keterangan dalam pembuktian. Jawaban atarakgan yang diberikan tersangka
kepalt(j)a penyidik, diberikan tanpa tekanan dari spapajuga dan dengan bentuk apa pun
juga:

Penjabaran diatas, bahwa dalam persidangan teadk&rap mencabut kembali
keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemarnksgenyidikan di sidang
pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melibghwa setiap tersangka pasti
memberikan keterangan pengakuan di depan penyididtensikian rupa jelasnya
mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatiak tpidana yang disangkakan.
Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan temgtat dalam Berita Acara
Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dal@@meriksaan pengadilan. Hampir
seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan elagayang tercatat dalam BAP,
hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui keireryar.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencaladatah bahwa pada saat
memberikan keterangan di hadapan penyidik, terda#tipaksa atau diancam dengan
kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakwidak pidana yang didakwakan
kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitang fparat terhadap seseorang baik
rohani maupun jasmahi tentunya melanggar hak terdakwa untuk memperaabilan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebegarmibolehkan dengan syarat
pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidapgagadilan berlangsung dan
disertai alasan yang mendasar dan I&gisMengambil contoh dari Putusan Nomor
733/Pid.B/2011/PN.PBR menjatuhkan putusan membabaskrdakwa Tomi Suheri
Sitompul dari tuntutan hukum. Alasan pertimbangamgy dikemukakan antara lain
pengakuan terdakwa didepan penyidik yang kemudidepdn sidang pengadilan ditarik
kembali. Tidak akan menghilangkan sifat pengakdarsendiri bila dalam pemeriksaan
terdapat fakta lain yang sah dan meyakinkan dagabuktikan kebohongan terdakwa.
Disini terdakwa Tomi Suheri Sitompul mencabut katgrannya di BAP kepolisian dalam
hal tersebut didukung keterangan saksi yang metkega dimana saksi tersebut
menerangkan bahwa alat bukti tidak didapat di dalampet terdakwa melainkan dari jok
motor, terlihat bahwa ada perbedaan keteranganodalag saksi yang memberatkan
dengan dua orang saksi yang memberatkan lainnyai gakna-sama dari Unit Narkoba
Polresta Pekanbaru yang dihadirkan oleh Jaksa RénWmum untuk memberikan
kesaksianya di persidangan. Dalam menandatangarkasheBAP, terdakwa tidak
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diperkenankan untuk membaca BAP bersangkutan, &asalah seorang saksi dari Unit
Narkoba Polresta Pekanbaru menyatakan tidak ada yaag memberatkan
terdakwa.perkara ini diputuskan dalam rapat perawayatan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pekanbaru oleh Ketua Majelis K. LUMBAN GAGH.,MH. masing-masing
sebagai Hakim anggota MASRIZAL,SH.,MH dan H.ISNURBIARIF,SH.,MHum.

Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tenselulgh dipahami dan mudah
untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapamuoyaakan lancar tanpa permasalahan.
Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikiarera ternyata dalam praktek di
persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkemgsalahan. Terutama mengenai
penilaian hakim terhadap alasan pencabutan ketmmategdakwa, dimana dalam praktek
di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alpsanabutan keterangan terdakwa.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan kegemarterdakwa adalah
mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang Kdverdi luar sidang, dalam hal
digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dapmmsidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Sebab sesualtuydng fungsi dan nilainya
digunakan untuk membantu mempertegas alat bukg gah, maka kedudukannya pun
telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakerakwa pada tingkat penyidik&h.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga ak@mbawa permasalahan
lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasigabutan tersebut terhadap kekuatan
alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bakti yang sah menurut undang-undang.
Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa pettukumengadakan penelitian sebagai
bahan penulisan hukum yang mempunyai jutiee€laksanaan Pencabutan Keterangan
Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnyl@rhadap Kekuatan Alat Bukti
Putusan Nomor733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilangee Klas 1A
Pekanbaru)”

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakiam Persidangan di
Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis dari Pencabutan Ketgean Terdakwa Terhadap
Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Persidangdtedgadilan Negeri Pekanbaru?

. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan di
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa PiNaszor: 733/ Pid.B /2011
/PN.Pbr dalam perkara Terdakwa Tomi Suheri Sitomperigacu pada Yurisprudensi
putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 196028® K/Kr/1959, Yurisprudensi
yang senada dengan putusan di atas, antara laisgouMahkamah Agung tanggal 25
Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Ju61, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27
September 1961, No. 5 K/Kr/1961
Dalam KUHAP Pasal 189 ayat 1 disebutkan: “Keterartgadakwa ialah apa
yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbyatag ia lakukan atau yang ia ketahui
sendiri atau ia alami sendiri”
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUiHAfas, pada prinsipnya
keterangan terdakwa adalah apa yang diberikankiweddi sidang pengadilan. Meskipun
demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, kar&eterangan terdakwa yang diberikan

B bid, hal , 323



di luar sidang dapat pula digunakan untuk membamnemukan bukti di persidangan
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alati lyakg sah sepanjang mengenai hal
yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP

Dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa tesdamenyangkal, sebagian
atau semua keterangan pengakuan yang diberikaninysmgtat penyidikan. Dengan
alasan, bahwa pada saat memberikan keterangardapdma penyidik, terdakwa dipaksa
atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupuaspgntuk mengakui tindak pidana
yang didakwakan kepadanya. Hal ini dapat dimaklharena pada prinsipnya KUHAP
menganut asdsir trial, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak unt@erikan
keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) hukiHWAP), termasuk hak untuk
menarik keterangannya di sidang pengadilan.

Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memkln jaminan
kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kedrebantuk menyampaikan
kebohongan. Dengan menyangkal atau mengingkari gkeag tersebut, maka
sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabut@mnakgan di persidangan, yaitu
keterangan yang terkait dengan pengakuan yang tbBkrikan terdakwa di hadapan
penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemerikg8#AP). intinya bahwa keterangan
terdakwa yang dicabut dalam persidangan pengadildedah keterangan pengakuan
terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan gikagi Dan pengakuan tersebut
dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikamgyditandatangani oleh terdakwa
dan penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,atikebahwa benar telah terjadi
pencabutan keterangan terdakwa, dimana terdakwa Bommeri Sitompul alias Tomi
dalam keterangannya di persidangan, menarik selketerangan pengakuan yang
diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikakegiolisian. Dengan alasan bahwa
pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdalpaksa untuk mengaku dan dipukul
sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikist§eterangan terdakwa di muka
persidangan yang menyangkal atau mengingkari isP BRari Penyidik inilah, yang
merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangatake/a dalam persidangan, dimana
dalam persidangan terdakwa Tomi Suheri Sitompularsegelas dan terbukti telah
menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan membelkkdgrangan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenaskamuh isi dari BAP.

Untuk menjelaskan perihal terjadinya pencabutaerkegan oleh terdakwa Tomi
Suheri Sitompul dalam persidangan, berikut akanadian fakta-fakta yang menandakan
telah terjadinya pencabutan keterangan terdakveardpérsidangan:

a. Fakta dari hasil pemeriksaan alat bukti keterangemdakwa dalam persidangan

disesuaikan dengan pengakuan terdakwa dalam BAP.

Berikut beberapa hasil pemeriksaan di pengadilahatiap terdakwa Tomi Suheri

Sitompul alias Tomi yang menunjukan adanya penyalagkatas isi BAP berdasarkan

pertanyaan hakim dalam persidangan:

1) Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterardipenyidik keterangan
terdakwa tersebut tidak benar.

2) Terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi, dipenkiderdakwa mengakuinya
karena terdakwa dipukuli dan disuruh untuk mengajkaui

3) Terdakwa Tomi Suheri alias Tomi, benar BAP tersetulat terdakwa tandatangani
sebelum tanda tangan terdakwa meminta dibaca tét#gdt diperbolehkan dan
mereka mengatakan tanda tangani saja tidak ada iyemgberatkan, dan berita
Acara tersebut terdakwa tandatangani setelah &) tigriditahan dan ditanda tangani
dilantai sel bersama-sama dengan saksi Ade Falaksi &erdi Sihombing dengan
mnggunakan pulpen yang sama.



4) Terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi menerangh@ahwa pada hari Sabtu
tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 wib Bidlatang kerumah meminta
diantar menemui temanya dan kami janjian disimpamgat lampu merah jalan
Durian dan jIin. Sigunggung tak lama kami duduk lede lalu dipanggil. Bahwa
tak lama setelah itu datang Arozi dan temanyaithicara dan Ridho minta tolong
sama terdakwa untuk mengambil obat kerumah Aguskuwemanya yang sekarat,
terdakwa ada bertanya obat apa, lalu saksi Ridhmgatakan Agus sudah tau itu dan
waktu itu tidak ada yang menyerahkan uang kepadakea, lalu terdakwa pergi
bersama Ade Fahmi naik sepeda motor Ninja milik Addangkan motor terdakwa,
terdakwa titipkan sama Ridho dengan kunci tergaptditempat kunci kontak.
Bahwa setelah bertemu dengan Agus ia mengatakan klat tidak ada lalu kami
pulang sebelumnya Ade ada beli rokok pakai uardpteva lembaran Rp. 100.000,-
dan dikembalikan Rp 90.000,00-. Bahwa setelah kamibali Ridho tidak ada, lalu
terdakwa disuruh teman Arozi untuk membuka jok dapmotor terdakwa dan
disuruh mengambil kotak rokok yang ada didalammg@akwa tidak mau dan
terdakwa dipukuli sampai terjatuh.

5) Bahwa setelah terdakwa dipukuli sampai terjatulidateva terpaksa menurut
perkataan polisi tersebut, lalu terdakwa membukanotor terdakwa dan didalam
jok ada bungkus rokok lalu terdakwa ambil dan @iskan kepada polisi. Bahwa
setelah kotak rokok diambil waktu terdakwa serahiemdakwa langsung ditangkap
bersama Ade Fahmi setelah Ridho datang Ridhopangkap.

6) Bahwa Berita Acara polisi tidak benar dan terdakatut, karena terdakwa dipukuli
untuk mengakui seperti itu dan Berita Acara terdakandatangani bersama saksi
Ade, saksi Ferdi setelah 3(tiga) malam ditahan ditandatangani dilantai
sel/tahanan dengan menggunakan pulpen yang samaligamar bernama Surya dan
waktu itu dibilang Surya tidak periu dibaca tidalkagyang memberatkan kalian.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa terdakwa T8oheri Sitompul alias Tomi telah
menyangkal semua isi BAP atau mengingkari semuggseran yang diberikannya
di tingkat pemeriksaan penyidikan, selain itu tkwda juga memberikan keterangan
baru yang tidak diutarakan di depan penyidik.
Dengan adanya penyangkalan atau pengingkaran wérselaka terbukti bahwa
terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi benar-bertalah mencabut
keterangannya di sidang pengadilan.

b. Fakta yang termuat dalam surat penuntutan.

Bahwa terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum me&&kutindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang disgsgara alternative

sebagaiberikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomdrad&in 2009;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomoradtui 2009;

Ketiga : Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (ldabg-Undang Nomor 35 Tahun

2009;

Bahwa yang dimaksud dakwaan alternative adalah a@akwyang satu menjadi

pengganti dakwaan yang lain, Penuntut Umum menamafkmengemukakanpilihan

atau opsi kepada Majelis Hakim untuk mengambil mdrentara dakwaan yang
diajukan dianggap paling tepat untuk dipertanggangbkan oleh terdakwa.

Dalam petikan surat tuntutan juga terdapat ketemangang menunjukan adanya

pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangiana dain sebagai berikut:

“Keterangan terdakwa yang tidak mengakui Berita rAc®@emeriksaan dari
Penyidik dan tidak mengakui perbuatannya dan mekaerketerangan yang



berbelit-belit, juga mencabut semua keterangan yaditlgerikannya waktu
penyidikan, adalah tanpa alasan yang mendasar”.
Dari petikan surat tuntutan di atas, dapat disikgrulbahwa pada prinsipnya Penuntut
Umum juga menilai telah terjadi pencabutan ketemanterdakwa di persidangan.
Penilaian penuntut umum ini semakin memperjelaswbaerdakwa Tomi Suheri alias
Tomi memang telah mencabut keterangannya di sideangadilan.
c. Fakta yang tertuang dalam petikan putusan pidana.
Dalam petikan putusan pengadilan terutama padabgmgrtimbangan-pertimbangan
Majelis Hakim terhadap keterangan terdakwa, jugadaggat penjelasan yang
menandakan adanya pencabutan keterangan terdakw@erdidangan. Berikut
petikannya:
Bahwa pada intinya terdakwa dalam keterangannyautia persidangan menyangkal
semua dakwaan Penuntut Umum. Bahwa di muka pegadamerdakwa menarik
seluruh keterangannya yang tertuang di Berita Agareg di buat Penyidik, dengan
alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan B&nyerdakwa dipaksa untuk
mengaku dan waktu di depan Penyidik terdakwa dupuBerdasarkan fakta-fakta di
atas, diketahui dan terbukti bahwa terdakwa TonmeSuSitompul alias Tomi dalam
persidangan benar-benar telah mencabut keterargjagakuan yang diberikannya di
tingkat pemeriksaan penyidikan.

Menurut pendapat hakim K. Lumban Gaol, S.H.,M.thwa ditinjau dari segi
yuridis, terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencateimbali” keterangan pengakuan
yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang paota dasarnya tidak membatasi
hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan gangkian, asalkan pencabutan
dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengdukldangsung dan pencabutan itu
mempunyai landasan alasan yang berdasar dan lagen tetapi sebaliknya, jika
terdakwa tidak dapat membuktikan maka keterangeseliat dianggap berbelit-belit
dan pertimbangan bagi hakim menjadi hal yang meatlean®*

Pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalatapetan yang tidak dapat
dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan l@élrapa yurisprudensi, yang
dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampgaraag. Pelaksanaan pencabutan
keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbeigacu pada Yurisprudensi
putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, 289 K/Kr/1959, yang
menjelaskan: “Pengakuan terdakwa di luar sidang ¥&@mudian di sidang pengadilan
dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan pktiemtang kesalahan terdakwa”.
Dari pelaksanaan ini dapat dilihat, antara lain:

1) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkamhadtalah pencabutan yang
dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis;
2) Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima
3) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, meatkakilpengakuan tetap dapat
dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.
Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atesadain putusan Mahkamah
Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/196&nggal 25 Juni 1961, No. 6
K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/88, yang menegaskan:
“Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak ddp=abut kembali tanpa dasar alasan”
Begitu juga dengan Putusan Nomor: 733/ Pid.B /Z0M1Pbr terhadap Terdakwa
Tomi Suheri Sitompul. Dari putusan-putusan di geaslah bahwa setiap pencabutan
wajib disertai dengan alasan yang berdasar das.|&gncabutan harus disertai dengan

14 Wawancara dengaapak K. Lumban Gaol, SH.,M,Hdakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin
28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeraftzdeu.
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alasan yang berdasar dan logis mengandung artygbpéncabutan tersebut harus didasari
alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenaranmgain@®ya bila ada terdakwa yang

mencabut keterangannya di persidangan dengan alsdama pada saat pemeriksaan
penyidikan dirinya diancam, dipaksa oleh penyidikaka hakim harus membuktikan

alasan tersebut terlebih dahulu, sebelum menertmaraenolak pencabutan keterangan
terdakwa.

Menurut pendapat hakim H. Isnurul S.Arif, S.H., MAWalaupun pada dasarnya
terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannyapetsidangan, namun pada
kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa ddgegsn, sulit untuk dapat diterima
oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwaabketilakukancross checkdengan
saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakada tingkat penyidikan, ternyata
alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebtiukti, sehingga pencabutan
diterima oleh hakint?

Pada uraian di atas disebutkan bahwa terdakwa Boiméri Sitompul alias Tomi
dalam persidangan pengadilan mencabut semua kgtergengakuan yang diberikannya
di depan penyidik dengan alasan bahwa pada sa&trdigasi di depan Penyidik, terdakwa
dipaksa untuk mengakuinya karena terdakwa diputtafi disuruh untuk mengakuinya.
Sejak awal persidangan telah pula didengar ketarargpksi verbalisan yang telah
disumpah menurut agamanya, menerangkan bahwa [saaari terdakwa Tomi Suheri
Sitompul alias Tomi tidak ada pemaksaan.

Sejak awal persidangan yaitu pada waktu pemeriksadsi-saksi, terdakwa
menanggapi bahwa semua keterangan saksi yang ngoyanti dakwaan adalah tidak
benar, akan tetapi pada akhir persidangan yaita paktu terdakwa ataupun penasehat
hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajyenbelaan, pada pokoknya
pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan dakyang diajukan oleh Penuntut
Umum tidak terbukti secarah sah dan meyakinkarkukian oleh terdakwa, menyatakan
membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, mengatale@mulihkan nama baik
terdakwa, menyatakan mengeluarkan terdakwa dandthanan.

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan terselas di@enurut Majelis Hakim,
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkasalah melakukan tindak pidana
dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Kgdigantut umum dengan alasan-
alasan sebagaimana telah dipertimbangkan terselias ddan sesuai dengan pasal 191
ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa harus dibebaskaindakwaan tersebut.

Dari petikan di atas diketahui bahwa setidaknya tgia unsur penting yang
dijadikan alasan atau pertimbangan oleh hakim dafenerima pencabutan keterangan
pengakuan terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Teaity:

1) Unsur keterangan saksi Verbalisan
2) Unsur keterangan saksi Ade charge
3) Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa.
Terhadap ketiga unsur di atas penulis akan mencolbak melakukan analisa dan
kajian lebih jauh dengan tujuan agar diperoleh @dmaban yang lebih mendalam atas
permasalahan dalam penulisan hukum ini.
Menurut pendapat Jaksa Hendi Arifin, S.H., yangaksud saksi verbalisan atau disebut
saksi penyidik yang kemudian menjadi saksi atasusperkara pidana karena terdakwa
mengatakan bahwa (BAP) telah dibuat dibawah tekatam paksaan. Dengan kata lain
terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibdeat genyidik yang bersangkutan.

5 Wawancara dengaBapak H. Isnurul S.Arif S.H., Mhurhjakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari
Selasa 29 Januari 2013, Bertempat di PengadilarriNegkanbaru.



Sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa penumuin dapat mengahadirkan saksi
verbalisan®

1) Unsur Keterangan Saksi Verba Lisan:
Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satingenhgan hakim dalam menerima
pencabutan tersebut karena adanya keterangan watksilisan yang menerangkan
bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa di kantori piolék ada pemaksaan.
Menurut pendapat Jaksa Sumarsono, S.H., M.H., i S8aKksalisan ini dibutuhkan atau
dihadirkan pada saat tersangka atau terdakwa megkgamBAP yang dibuat oleh
penyidik pada waktu penyidikan. Dalam hal ini guksa menghadirkan saksi
verbalisan tidak lain adalah untuk mematahkan afinig dibuat saksi atau tersangka
pada waktu dipersidangan, ketika tersangka / terdaknencabut keseluruhan BAP
tersebut. Alasan tersangka / terdakwa menyangkd? BAng dibuat oleh penyidik
karena pada waktu di penyidikan tersangka / terdalitekan untuk mengakuinya,
bahkan adanya kekerasan pisik maupun pSikis.

Dengan adanya keterangan saksi verbalisan ini, rakean pencabutan yang
mengatakan dirinya (terdakwa) telah diancam, di@akguk mengaku dan dipukul oleh
penyidik, tidak terbukti. Berdasarkan keteranganhakim menilai bahwa dengan tidak
terbuktinya alasan pencabutan tersebut, maka petacabidak dapat diterima. Dan
apabila terbukti alasan tersebut, maka pencabetaeliut dapat diterima oleh hakim.
Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam Emsgan, setiap kali terjadi
pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dersglamya pemaksaan maupun
penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapattkipasbahwa tindakan pertama
dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalailgda memanggil saksi verbalisan,
guna dilakukancross checkatau Kklarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan
kebenaran alasan dari pencabutan keterangan teaddb@ngan mengetahui secara
langsung keterangan dari saksi verbalisan mengwpaes dan tata cara pemeriksaan
yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetapakah telah terjadi pemaksaan
atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saatdleauyi

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahvibenar atau terbukti telah
terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhdiiagerdakwa maka alasan
pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan tgdgpat dalam BAP dianggap
tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapgtimtbhkan sebagai landasan untuk
membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. [Bapa, jika dari hasil
klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemais, ancaman dan penyiksaan
terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutak titeenarkan, sehingga keterangan
pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetaqggdap benar dan hakim dapat
mempergunakannya sebagai alat untuk membantu méaembukti di sidang
pengadilan. Begitu besarnya pengaruh keterangasi sakbalisan terhadap diterima
atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, nmenkledudukan keterangan saksi
verbalisan menjadi sangat penting, terutama bdgirha

Menurut Pendapat Hakim K. Lumban Gaol, S.H., Midelihat begitu besarnya
peranan keterangan saksi verbalisan dalam masalatalputan ini, dasar-dasar yang

16 Wawancara denga®apak Hendi Arifin, S.HKejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis 10 Jan@dr32
Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

" Wawancara dengaBapak Sumarsono, S.H., MHKejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis 10 Januari
2013, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
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menjadi landasan hakim dalam mempercayai keteramsgési verbalisan tersebut,

karena hakim tentunya mempunyai dasar yang kuandahempercayai keterangan

saksi verbalisan. Pada dasarnya seorang hakim bd&h langsung mempercayai

keterangan saksi verbalisan, karena mungkin sajarddiegan dari penyidik juga

terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari maelbeit hakim memilik beberapa

prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menikbekaran keterangan saksi

verbalisan, antara lain yaitu:

a) Dengan disumpabh;
Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saddalisan, sumpah
bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikaerd&egannya tidak berdusta.
Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, makaidiyzhwa setelah disumpah
saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangaory (ie) maupun keterangan
palsu perjury), dengan asumsi bila saksi verbalisan memberik&®r&ngan bohong
atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langdarig Tuhan. Namun
demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untukmbuktikan kebenaran
keterangan saksi verbalisan dan tidak menjaminnsggga kebenaran keterangan
saksi verbalisan, karena pada kenyataannya masihgkimu saksi verbalisan
memberikan keterangan bohong maupun keterangam mpaiskipun telah disumpah.
Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mammgmberikan tambahan
keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercighenaran keterangan saksi
verbalisan.

b) Menghubungkan keterangan saksi verbalisan deng#alak bukti lainnya;
Dalam perakteknya tidak harus serta merta memparc&gterangan saksi
verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan isedalisan dapat memberikan
keterangan bohong maupun keterangan palsu mestgfamdisumpah. Oleh karena
itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakimkumempercayai keterangan
saksi verbalisan, melainkan harus didukung olebrkegan alat-alat bukti lain yang
mengacu pada kebenaran keterangan saksi verb&lisan.
Dengan adanya kesesuaian antara keterangan sakslisean dengan keterangan
alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yadkatam mempercayai keterangan
saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untalkakukan analisa dan mencari
keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan aserkgterangan alat-alat bukti
lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyaktaa kebenaran keterangan
saksi verbalisan.

c) Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan.
Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesiugi dengan jabatannya. Selain
itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanalaatganya sesuai dengan kode
etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, addeketik yang harus ditaati dan
dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankagasnya sebagai penegak
hukum. Salah satu kode etik penegak hukum adaaajiban untuk berlaku jujur,
saling menghormati dan saling membantu antara sesgenegak hukum.
Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti babel@agai penegak hukum hakim
dan penyidik (polisi) harus saling percaya, salmgnghormati dan saling membantu
atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atag tesabut hakim merasa
dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan,n&ahmakim menilai bahwa
penyidik dalam memberikan keterangan pastilah ddandengan kode etik korps
penegak hukum vyaitu kejujuran, sehingga tidak mimgakan memberikan

18 Wawancara dengaBapak K. Lumban Gaol, S.H., M,HHakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari
Senin 28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan iNBg&anbaru.
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keterangan bohong atau keterangan palsu yang degpatoreng kehormatan korps
penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, badwisenarnya hakim
tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan i sakbalisan, dan
menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutaralkgan terdakwa, karena
jilka hakim hanya mempercayai keterangan saksi lisdma saja, maka dapat
dikatakan hakim cenderung tidak adil karena sifatgging subyektif atau sepihak.
Apabila hakim mempercayai keterangan saksi vedralianpa mempertimbangkan
hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdaldalam pembelaan diri. Untuk
itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbandain, termasuk isi hati
nuraninya sendiri, sebelum memutuskan menerimardeggan saksi verbalisan
tersebut

d) Hambatan dalam persidangan.
Dalam hal ini yang sering terjadi dalam persidangaalah keterangan yang
diberikan oleh terdakwa berbelit-belit dalam menkaar keterangannya, sehingga
hakim harus jeli dalam menilai keterangan terdalleia menghubungkannya dengan
alat bukti lainnya.

2) Unsur Keterangan Saksi Ade Charge

Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yanmgaekan, bahwa saat dipukuli
terdakwa saksi dengar disuruh membuka jok sepedarngan dan disuruh untuk
mengambil sesuatu didalamnya setelah itu merekgi.p@ahwa waktu itu terdakwa
dipukuli sampai terjatuh. Berdasarkan keterangan2kdédua) orang saksi yang
meringankan, dibawah sumpah sama-sama membenarkakwa tidak bersalah.

3) Unsur Peninjauan Terhadap Pembelaan Terdakwa.

Selain keterangan saksi verbalisan, yang menjadiardanenerima hakim atas
pencabutan keterangan terdakwa Tomi Suheri Sitormlpg Tomi adalah manyatakan
dakwaan yang diaujukan oleh Penuntut Umum tidaloutdr secara sah dan
meyakinkan dilakukan terdakwa. Menyatakan membetradierdakwa dari segala
dakwaan, serta memulihkan nama baik terdakwa.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpuddamabdalam perkara Tomi
Suheri Sitompul alias Tomi ini, hakim membuktikalasan pencabutan keterangan
terdakwa dengan mencari petunjuk melalui klarifikbshgan saksi verbalisan dan serta
keterangan saksi yang meringankan juga melaluinpmaman terhadap isi pembelaan
terdakwa. Setelah melakukan peninjauan terhadaghtgtersebut pada akhirnya hakim
cukup merasa yakin untuk memutuskan bahwa alasaapetan keterangan terdakwa
tersebut dapat diterima karena beralasan atdukiekebenarannya.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yamgemma pencabutan
keterangan terdakwa hanya dengan dasar petunjukederangan saksi verbalisan dan
keterangan saksi yang meringankadapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan
oleh hakim sebelum memutuskan menerima atau menmdsicabutan keterangan
terdakwa, adalah dengan mempertimbangkan secasarsaksemua alat bukti dan fakta
maupun keadaan yang ditemukan selama persidangmdsing atau dengan kata
lain hakim harus menganalisa keterkaitan hubungear diap-tiap alat bukti, barang
bukti dan keadaan selama persidangan berlangsuatamD menghadapi adanya
pencabutan pengakuan dari terdakwa, hakim ditunariliki kemampuan kecakapan
hukum dan keterampilan penguasaan yang matang sskak-beluk pembuktian dan
penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalamuhulacara pidana serta dipadu
dengan intuisi dan “seni mengadili”. Jika semuadimniliki hakim, maka hakim akan
mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencalgigiagan mantap dan utuh.
Karena masalah pencabutan keterangan pengakuakvwerdli muka penyidik terletak
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sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sitmggogguh mempertimbangkan
pencabutan ini secara arif dan bijaksana. Salaimgatadalah dengan melihat dan
mencari keterkaitan hubungan antar tiap-tiap aldttipbarang bukti dan fakta-fakta
selama persidangan berlangsung.

Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungag gda pada tiap-tiap alat
bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada salgrarsidangan berlangsung hakim
akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam membamgkan diterima atau
tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu hallkan memperoleh keyakinan dalam
menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak adagkera dalam diri hakim saat
menjatuhkan putusan pidana. Sebagai gambaran geydinhakim untuk mencari
keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukin fakta-fakta yang ada selama
persidangan dalam menyikapi pencabutan keterangagaguan oleh terdakwa, dapat
dilihat dari kasus Tomi Suheri Sitompul alias Ta@ebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya.

Dalam kasus ini terdakwa Tomi Suheri Sitompul alidsmi di sidang
pengadilan menyangkal semua dakwaan penuntut uikammencabut pengakuannya
yang tertuang dalam BAP. Setelah dilakukan pemasikserhadap alat-alat bukti maka
hakim lebih percaya terhadap saksi yang meringaniahini dapat dilihat dari hasil
pemeriksaan alat-alat bukti sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi Korban Hari Riantony.
Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Hari Riantipgroleh keterangan bahwa.
Pada intinya benar pada waktu itu terdakwa dipusautnpai terjatuh.

b) Keterangan Saksi Joni Saputra.
Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Joni Sapmlitzeroleh keterangan bahwa,
saksi melihat salah satunya adalah terdakwa sedigoguli oleh seorang sambil
menunjuk sepeda motor disuruh membuka jok sepedarrmdan suruh mengambil
sesuatu didalamnya dan terdakwa dipukuli sampjaittér.

c) Keterangan Saksi Verbalisan Andy Gusti.
Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi verbalisgeileh keterangan bahwa, benar
saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terddlamapemeriksaan dilakukan
tanya jawab, apa yang terdakwa jawab itulah yarigaeg dalam BAP, setelah di
BAP sebelum ditanda tangani disuruh baca dan BAdelet ditanda tangani hari itu
juga oleh terdakwa Tomi Suheri alias Tomi.

d) Keterangan Saksi Hendra Saputra
Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi di peroldkr&egan bahwa, bahwa BAP
tersebut adalah keterangan yang keluar dari meildakwa itu sendiri.

e) Barang Bukti.
1 (satu) paket kecil shabu-shabu berat kotor GBgtan berat bersih 0,2 gram
kemudian disisihkan 0,1 gram untuk pemeriksaan tatbaum, sehingga sisa 0,1
gram. 1 (satu) buah bungkus kecil plastik benimato@2 gram ;
Dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti di pengadtlersebut, diketahui bahwa pada
pokoknya semua keterangan alat bukti memberikagr&egjan yang berbeda, yaitu
tidak mengarahkan bahwa pelaku Narkotika tersethafah terdakwa Tomi Suheri
Sitompul alias Tomi. Menghadapi keadaan seperthakim dituntut untuk jeli dan
cermat dalam menilai dan mempelajari tiap-tiap blati, karena dengan kejelian
dan kecermatan tersebut, hakim akan mampu meldgraeguaian yang ada antara
alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang aelarea persidangan berlangsung.
Berdasarkan persesuaian tersebut, hakim akan mé&aemetunjuk baru yang
dapat memperkuat alasan hakim dalam melakukan geaol atau menerima
pencabutan keterangan terdakwa.
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Uraian fakta hasil pemeriksaan di sidang pengadila 3 versi keterangan yang
saling berbeda mengenai keberadaan barang bukig gapat digunakan hakim untuk
mendapatkan petunjuk kasus Tomi Suheri alias Tolalicé:

a) Berdasarkan keterangan saksi M.Taher dipersidamgamerangkan, terdakwa yang
menyerahkan kepada saksi M.Taher atas suruhan &akbkio untuk mengambil
kerumah temannya Agus.

b) Berdasarkan keterangan saksi Budi Suparta dan Bakising Nofwardi, dipersidangan
menerangkan bahwa barang bukti ditemukan dari doirgreakwa.

c) Berdasarkan keterangan Ade Fahmi, saksi yang naerkag saksi Heri Riantony dan
saksi Joni Saputra dan juga berdasarkan keteratmgdakwa yang pada pokoknya
bersama saksi Ade Fahmi kembali lagi dari rumahsAgtas permintaan saksi Ridho
dan ketika bertemu dengan Agus terdakwa meminthyareg dipesan saksi Ridho, dan
Agus mengatakan tidak tahu/tidak ada, dan setekbkli ketempat asal, lalu
terdakwa disuruh membuka jok dan mengambil kot&kkdersebut dan menyerahkan
kepada saksi M.Taher (yang menyuruh membuka jokh d#atika terdakwa
menyerahkan kotak rokok tersebut terdakwa langsitaggkap.

Bahwa dari 3 versi tentang keberadaan kepemililklaany bukti yang diajukan dalam

perkara ini Majelis Hakim lebih yakin dengan vekstiga yaitu keterangan para

saksi/saksi yang meringankan dan keterangan teajalengan demikian terdakwa

tidak ada melakukan perbuatan apapun dalam unsigakai dengan demikian unsur

ketiga ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdak@&h karena itu keterangan saksi

adalah yang terpenting dalam pembuktian suatu fdkna. Untuk mendapatkan suatu

keterangan dari saksi-saksi maka dalam hal inichdlarus memperhatikan kesesuaian

dan didukung dengan fakta-fakta lain, antara ssddesi saling berkaitan dan saling

mendukung. Persesuaian tersebut adalah sebadaitberi

a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satundgargz lain
Dalam hal ini hakim harus memperhatikan hubungaararketerangan saksi yang
satu dengan yang lainya.

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan atat buk
Adanya hubungan atau keterkaitan antara saksi gahgdengan yang lain belum
cukup untuk membuktikan terdakwa pelakunya. Oleterka itu hakim juga harus
menghubungkannya dengan alat bukti lain bila tidd& alat bukti lain, maka dapat
dikatakan kurang cukup bukti yang berdampak padaktinaiknya kasus dari
penyidik(polisi) ke pengadilan atau kasus sampagpémgadilan kemudian terdakwa
dibebaskan. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

c.Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untugmberikan keterangan
tertentu. Kecermatan hakim sangat diperlukan dal@ndengar keterangan saksi
dan mencermati sumbernya. Oleh karena keteranganysmg bersifatestimonium
de audituatau saksi yang menerangkan apa yang didengaregeanai suatu tindak
pidana dari orang lain. Keterangan saksi ini tidalpat dipergunakan sabagai alat
bukti yang sah karena didengar dari orang lain tolak sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam KUHAP. Walaupun demikian hakim tidafoleh
mengenyampingkan begitu saja. Menurut yurisprudesagiside audituini bisa saja
menjadi alat bukti yang sah apabila bukti lain kideda. Keterangan saksi yang
bernilai alat bukti adalah keterangan saksi yangdsal dari apa yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri gen menyebut alasan pengetahuanya
itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Selain itu dalamaP4d85 ayat (5) juga disebut
rekaan bukan merupakan keterangan saksi.

d.Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala segaa pada umumnya dapat
mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.a Tedra duduk, bicara,
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pekerjaan, lingkungan, dan kehidupan saksi sangatpangaruhi keterangan yang
disampaikannya. llmu kejiwaan hakim pun sangat nesrgpruhi dalam menilai
kebenaran yang diungkapkan saksi.

Dari hasil pembahasan terhadap kasus Tomi Suhéas alomi, dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi seiiaimaa pencabutan oleh
hakim adalah karena terbuktinya alasan yang menjadar pencabutan tersebut,
dimana setelah hakim melakukan persesuaian dalasidpegan terhadap alat-alat
bukti, barang bukti dan fakta-fakta lain yang adéaoh persidangan, ternyata ada yang
dapat membenarkan alasan pencabutan tersebut.sBekda seluruh uraian di atas dan
dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri KlasRAkanbaru dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelaksanaan pencabutan keterangan terdawgacoekepada yurisprudensi.
Pencabutan keterangan terdakwa dalam persidandaeh tiakukan oleh terdakwa,
dengan syarat pencabutan dilakukan selama pememikparsidangan pengadilan
berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendisa logis. Alasan yang
mendasar dan logis tersebut mengandung arti balhasara yang menjadi dasar
pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebemgaadan diperkuat atau didukung
oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alapancabutan tersebut benar dan
dapat dibuktikan oleh hakim kebenaranya.

2. Implikasi  Yuridis dari Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap
Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Persidangan di Pengadilan Negeri
Pekanbaru
Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwadpadeya keterangan pengakuan
yang diberikan di tingkat penyidikan, dapat dicalk@mbali oleh terdakwa di
persidangan. Bahkan undang-undang pun tidak mesibatk terdakwa untuk
mencabut kembali keterangan yang demikian, asgikacabutan tersebut dilakukan
selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlagpgfan disertai dengan alasan
yang mendasar dan logis. Suatu hal yang pentingkudiingat, hakim tidak boleh
secara sembrono menolak atau menerima begitu keanapencabutan. Terlampau
gampang menolak alasan pencabutan, berarti haking ysersangkutan, dengan
sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam peabediri. Sebaliknya terlalu
gampang menerima alasan pencabutan, mengakibagkdakiwva yang benar-benar
bersalah akan dibebaskan dari pertanggung jawab&ont) karena tidak jarang
dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktianeysinipul dalam pengakuan
berita acara penyidikan. Artinya kunci yang memlaka pintu pembuktian sering
harus dimulai dari keterangan pengakuan yang dierierdakwa dalam berita acara
penyidikan.

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutaer&egan terdakwa oleh hakim,
dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mganpbnproses persidangan di
pengadilan. Oleh karena itu perlu kesiapan darinmalan jaksa, terutama dalam hal
penguasaan seluk-beluk pembuktian dan “seni meliigadial ini penting mengingat
pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulaipdariaian pembuktian sampai
pada putusan.

Menurut Hakim K.Lumban Gaol, SH., M.H., Implikasiard adanya pencabutan
keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat buapatddiketahui setelah adanya
penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersepakah hakim menerima atau
menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Apabileimhamnenerima alasan
pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dadaita acara penyidikan dianggap
“tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipeakan sebagai landasan untuk
membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. IRalpa, apabila alasan
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pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterargagakuan yang tercantum dalam
berita acara penyidikan tetap dianggap benar dpatdipergunakan sebagai landasan
untuk membantu menemukan bukti di sidang pengaddda pencabutan keterangan
pengakuan terdakwa ditolak oleh hakim, karena alimilasan pencabutan keterangan
tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakarebertsikut membawa dampak bagi
kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendmitu dengan ditolaknya
pencabutan kembali tersebut, Hakim menilai bahwar&agan terdakwa (tersangka)
di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebend@n mempunyai nilai
pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di p@&gath yang menyangkal semua
isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilairsema sekali dalam pembukti&h.

Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap leetgan terdakwa (tersangka) di
depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai pekunyntuk membuktikan
kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengalakdifa pencabutan tersebut
berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertldlam BAP diterima sebagai
suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalambuwkékan kesalahan
terdakwa’®

Penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagajugeini dipertegas dengan
putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 19771K0 K/Kr/1965, yang
menegaskan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para Teadaklan Il di muka polisi
dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama d@pat dipergunakan sebagai
petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Isi Putusan Mahkamah Agung di atas mengandung lkaidahwa keterangan
pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat rdiypekan hakim sebagai
“petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakiva.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengiatakinya pencabutan keterangan
yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yanhgdid dalam BAP tersebut,
oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam mepkda kesalahan terdakwa.
Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangamdBAP sebagai petunjuk,
adalah karena keterangan tersebut secara utuh armabggkan kejadian peristiwa
pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melgoighan menegaskan alat bukti
yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Derigga lain, kedudukan
keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa plardgpemeriksaan penyidikan,
tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapa¢runakan sebagai petunjuk untuk
menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Ataufurgysi dan bernilai “untuk
mencukupi dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalabedakwa. Demikian halnya
dengan kasus Tomi Suheri Sitompul, dimana pencalbtgterangan yang dilakukan
terdakwa Tomi Suheri Sitompul, diterima oleh Hak#engan dasar bahwa alasan
pencabutan tersebut terbukti kebenarannya, karetelaB dilakukancross check
dengan saksi verbalisan dan saksi yang meringangatelah hakim melakukan
pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat buk&ndgbersidangan ternyata adanya
keterangan yang berbeda antara polisi yang menpntga@akwa dengan saksi
verbalisan.

Berdasarkan kasus terdakwa Tomi Suheri dapat pataulis analisis mengenai
pencabutan keterangan pengakuan terdakwa bilaintitehakim, karena alasan

Wawancara dengaBapak K. Lumban Gaol, SH., M,HHakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin
28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeréaftzdeu.

2 Wawancara dengaBapak K. Lumban Gaol, SH., M,HHakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin
28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negerétftsdeu.
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pencabutan tersebut dapat dibuktikan kebenaranmgiaini juga akan membawa
dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwasendiri, yaitu dengan
diterimanya pencabutan tersebut, hakim akan meb#hiva keterangan terdakwa di
persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dapatd digunakan dalam
pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terd@&rsangka) di depan penyidik
(BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilaisgma sekali dalam pembuktian.
Namun apabila implikasi dari pencabutan ditolakihadap kekuatan alat bukti
keterangan terdakwa maka hakim akan menilai kegaranterdakwa di sidang
pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak andngg unsur kebenaran dan
tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktiataktidapat digunakan sebagai alat
bukti). Kesimpulannya, bahwa implikasi dari ditesinya pencabutan, terhadap
kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalahjmhakan menilai keterangan
terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu kefamalyang mengandung unsur
kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat buithgeersidangan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai implikasigiemcabutan keterangan terdakwa
dalam persidangan terhadap kekuatan alat buktrdtegan tersangka adalah: Apabila
pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka Wkoesesi yuridisnya adalah
keterangan terdakwa dalam persidangan pengadifzat dagunakan sebagai alat bukti
dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkatideéan tidak dapat digunakan sama
sekali untuk menemukan bukti di persidangan kaiginga yang dinilai tidak benar.
Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakinkam@nsekuensi yuridisnya
adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengddiiak dapat digunakan
sebagai alat bukti, justru keterangan terdakweasdtegka), di tingkat penyidikanlah
(BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam membané&memukan bukti di
persidangan.

C. Penutup
1. Kesmpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasala@mg diteliti, maka dapat
ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa dalsidddgan di Pengadilan
Negeri Pekanbaru, pada prinsipnya boleh dilakukkei @erdakwa, dengan
syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaand@egan pengadilan
berlangsung dan harus disertai dengan alasan yandasar dan logis. Alasan
yang mendasar dan logis tersebut mengandung &mrebalasan yang menjadi
dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikk@nkeannya dan diperkuat
atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkdgahwa alasan
pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikanhallkeim.

2) Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan tewdakerhadap kekuatannya
sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilegeri Pekanbaru adalah
apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka ket¢emna terdakwa dalam
persidangan pengadilan dapat digunakan sebagaibakit dan keterangan
terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidaguiiakan sama sekali untuk
menemukan bukti di persidangan karena isinya yangadtidak benar dan
apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka ketmmanterdakwa dalam
persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebalga bukti, justru
keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat pekgmah (BAP) yang
kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.
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2. Saran

1) Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima petarabketerangan
terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksaTidak sembrono dan
sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan telitigag@akan pemeriksaan
yang menyeluruh secara cermat dan seksama termmesudedepankan sanubari
dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar padaskah-kebiasaan yang
bersifat formal di persidangan Keterangan hakinamainenolak atau menerima
pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikabheteam terdakwa.

2) Hakim tidak hanya dituntut mengerti mengenai huktetapi harus pula
mengerti ilmu kejiwaan yang sangat diperlukan untaknilai jujur atau
tidaknya keterangan terdakwa, keterangan saksi-sa&kain itu hakim benar-
benar mengerti dengan jalanya persidangan sehohgms memutuskan dengan
seadil-adilnya.
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